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KELAHIRAN Pramoedya Ananta Toer

(6 Februari 1925-30 April 2006) akan

diperingati berbagai kalangan saat genap

100 tahun pada tahun 2025 ini. Ingatan

paling dekat mengenai Pram menyeruak

muncul saat novelnya Bumi Manusia pa-

da 2019 dilayarlebarkan sebagai film yang

bertajuk sama dengan novel oleh su-

tradara Hanung Bramantyo. Novel itu dit-

ulisnya dalam kurun 1969-1979 saat

Pram dibuang di Pulau Buru. Alih wa-

hana dari novel ke film tidak serta-merta

memicu nama Pram mencuat lagi dengan

karya-karyanya. Namun, hal itu cukup

menjadi penanda bahwa sang sastrawan

itu dengan seluruh karyanya tidak lagi di-

anggap sebagai ancaman bagi penguasa

negeri ini.

Sebagai guru yang mengajarkan keba-

hasaan dan kesastraan, penulis meman-

faatkan buku Peristiwa Sastra Indonesia

(Soetarno, 1965) untuk menyibak catatan

tentang Pram. Buku pelajaran untuk se-

kolah menengah atas itu menyajikan pro-

tret Pram dengan wajah ganda. Satu sisi

potret Pram yang diakui sebagai sas-

trawan mendunia, sedang yang lain

adalah satu wajah muram dalam sangkar

penuh rantai.

Potret Revolusioner

Pram dalam periodisasi sastra Indo-

nesia digolongkan sebagai sastrawan Ang-

katan 45. Dalam buku Peristiwa Sastra

Indonesia, A.Teeuw menyebut Pram di

Angkatan 45 sebagai pengarang prosa

yang terpenting dalam kesusasteraan

Indonesia. Hampir semua karangan Pram

yang berupa novel, roman, atau cerpen di-

warnai oleh keadaan dan hal-hal yang

berhubungan dengan perang (misalnya

tawanan, gerilya, pengkhianatan, pem-

bunuhan, dsb.).

Karya-karya Pram dinilai terpusat pada

tidak adanya perikemanusiaan di dalam

perang. Manusia kehilangan sifat ke-

manusiaan dan tergila-gila membunuh

sesamanya. Pram sebagai penulis revolusi

yang terbaik pada masa itu. Artinya, lewat

dialah pembaca memperoleh gambaran je-

las dan lengkap mengenai revolusi.

Pengalamannya selama dua puluh sembi-

lan bulan ditawan Belanda di Bukit Duri

mematangkan dan menyuburkan ji-

wanya. Di penjara itu dia memperoleh ba-

han mengenai penderitaan, pemikiran,

dan pengkhayalan yang tidak habisnya,

juga selama Pram sebagai letnan front-

correspondent pada resimen 6 Divisi

Siliwangi.

Wajah Muram

Potret Pram yang heroik revolusioner

seolah menjadi muram ketika cetakan ke-

dua buku Peristiwa Sastra Indonesia ter-

bit pada Juni 1966. Wajah lain ditabalkan

kepada Pram sebagai pengarang yang ter-

libat G30S. Dalam Bab XII ditambahkan

sebagai bagian akhir yang memuat kuti-

pan lampiran dari Surat Keputusan Pang-

dam VII/Peperda Jateng/DI Yogyakarta,

Nomor: KEP-PPD/0051/3/1966 mengenai

karya pengarang yang dituduh G30S,

yang dilarang pemakaiannya/harus dibe-

kukan. Artinya, bagi murid-murid SMA,

juga siapapun, Pram boleh dipelajari,

sekadar menjadi pengetahuan hafalan,

tetapi karya-karyanya tidak boleh disen-

tuh, apalagi dibaca.

Apalah artinya karya

sastra yang dijauhkan

dari pembacanya? Penu-

lis pun baru merasakan

kegandrungan membaca

karya Pram tatkala seba-

gai calon guru menem-

puh perkuliahan semi-

nar kritik sastra. Saya

beruntung berjumpa do-

sen yang memaksa saya

membahas novel-novel

Pram dalam seminar,

yakni Mirah Si Manis

Bergigi Emas, Sekali Pe-

ristiwa di Banten Sela-

tan, dan Gadis Pantai.

Ketika 1988 buku-buku

Pram masih dilarang di-

baca dan hanya terselip

di pojok perpustakaan kampus tidak boleh

dipinjam, untunglah dosen kami pasang

badan, ”Ini kajian ilmiah, saya yang tang-

gung jawab!”.

Akibat pelarangan-pelarangan itu, bisa

dipastikan karya-karya Pram tidak akan

menjadi bahan pembahasan apresiasi sas-

tra di sekolah-sekolah di negaranya

sendiri, padahal siswa-siswa manca ne-

gara justru menjadikan karya Pram seba-

gai kajian utama. Ketika 1999 singgah

dua bulan di Ignatius College, Adelaide,

Australia, penulis menjumpai satu bahan

apresiasi sastra untuk murid yakni Girl

From The Coast yang tak lain novel Pram

Gadis Pantai dalam versi Inggris.

Kini karya Pram tidak lagi menjadi

ancaman bagi penguasa, tetapi penga-

jaran sastra juga tak kunjung menemu-

kan bentuk, bahkan para guru bahasa

dan sastra zaman kini rasanya sudah

tak kenal Pram dengan segala karya-

nya yang dahsyat. Novel-novel atau ro-

man karya Pram kini mudah didapat-

kan, para guru pun tak perlu sembunyi-

sembunyi membacanya, apalagi mem-

bawanya ke kelas. ***-d

*)St Kartono, Guru SMA Kolese De

Britto, Yogyakarta.

Dari Mercusuar Pengetahuan ke Bisnis Tambang

St Kartono

Presidan Prabowo minta aktifkan kembali penge-

cer elpiji.

- Evaluasi kinerja Menteri ESDM.

***

Budiman Sudjatmiko: DIY harus bisa bangun in-

dustri teknologi.    

- Gudangnya intelektual, tinggal dananya.

***

Kasus pagar laut naik ke tahap penyidikan.

- Menunggu siapa tersangka.

Potret Muram Pram di Buku Pelajaran

WACANA pemberian hak pengelolaan

tambang kepada perguruan tinggi

menimbulkan pro dan kontra di kalang-

an masyarakat dan akademisi. Meski tu-

juannya untuk meningkatkan kontribusi

perguruan tinggi terhadap perekonomi-

an dan memastikan keberlanjutan sektor

pendidikan melalui sumber daya finan-

sial yang baru, pengelolaan tambang oleh

lembaga pendidikan tinggi menyimpan

berbagai tantangan serius.

Salah satu kekhawatiran mendasar

adalah tergerusnya fungsi kritis perguru-

an tinggi sebagai pilar independen dalam

tata kelola kebijakan negara. Selama ini,

perguruan tinggi memegang mandat mu-

lia di antaranya menghasilkan ilmu

pengetahuan, merangsang pemikiran

kritis, dan menjadi mitra strategis

masyarakat dalam mengevaluasi

kebijakan publik. Namun, keterli-

batan dalam bisnis tambang dapat

membawa institusi pendidikan

tinggi ini ke dalam pusaran konflik

kepentingan yang berbahaya.

Pendapatan besar dari sektor

tambang berpotensi menempatkan

perguruan tinggi pada posisi ren-

tan terhadap ketergantungan fi-

nansial pada industri tertentu. Hal

ini sejalan dengan argumen yang

dikemukakan Slaughter dan Leslie

dalam Academic Capitalism: Poli-

tics, Policies, and the Entrepreneu-

rial University (1997). Keduanya

menjelaskan bahwa semakin besar

perguruan tinggi terlibat dalam ak-

tivitas ekonomi dan komersialisasi,

kian rentan terhadap tekanan dari

kepentingan eksternal, termasuk

industri. Ketergantungan finansial

semacam ini dapat menumpulkan daya

kritis perguruan tinggi terhadap kebi-

jakan pemerintah, khususnya yang ber-

kaitan dengan lingkungan dan sumber

daya alam, karena tekanan ekonomi se-

ring menjadi prioritas dibandingkan in-

dependensi akademik.

Perguruan tinggi berisiko terperang-

kap dalam dominasi keuntungan ekono-

mi dan logika profit-instrumentalis. Fo-

kus yang berlebihan pada pencapaian ke-

untungan dapat membuat lembaga pen-

didikan ini kehilangan peran vital mere-

ka dalam mengangkat isu-isu sosial, eti-

ka, dan keadilan, yang seharusnya men-

jadi inti dari visi pendidikan tinggi di In-

donesia. Dalam jangka panjang, ini dapat

melemahkan kapasitas perguruan tinggi

untuk menjadi agen perubahan yang

mendorong pembaruan sosial dan pe-

ngembangan ilmu pengetahuan yang

berorientasi pada kesejahteraan masya-

rakat.

Jika fungsi kritis ini tereduksi, pergu-

ruan tinggi tak lagi menjadi ruang bebas

yang berdiri di atas prinsip keadilan dan

kebenaran ilmiah. Sebaliknya, ia berisiko

menjelma menjadi entitas yang jinak,

tunduk pada kepentingan ekonomi yang

semestinya ia kritik. Dalam skenario se-

macam ini, yang terancam bukan hanya

independensi akademik, tetapi juga ke-

percayaan publik terhadap perguruan

tinggi sebagai penjaga moral dan intelek-

tual bangsa.

Tak kalah pentingnya adalah risiko

lingkungan yang mungkin muncul seba-

gai akibat dari pengelolaan tambang oleh

perguruan tinggi. Praktik pertambangan

yang sering merusak ekosistem, menye-

babkan pencemaran, dan merusak sum-

ber daya alam, bisa sangat bertentangan

dengan komitmen perguruan tinggi ter-

hadap keberlanjutan dan pemeliharaan

lingkungan hidup.

Meskipun terdapat potensi penerapan

teknologi ramah lingkungan dalam sek-

tor pertambangan, seringkali praktik bis-

nis pertambangan lebih mengutamakan

keuntungan finansial ketimbang menja-

ga kepedulian terhadap lingkungan.

Perguruan tinggi yang memiliki reputasi

dalam penelitian dan kebijakan ling-

kungan mungkin akan kehilangan kredi-

bilitasnya jika mereka terlibat dalam

praktik pertambangan yang merusak

ekosistem.

Mempertahankan Kebebasan

Akademik

Mengelola bisnis tambang memang

menawarkan potensi keuntungan finan-

sial yang menggiurkan bagi perguruan

tinggi. Namun, keuntungan tersebut bu-

kan tanpa konsekuensi. Di balik angka-

angka pendapatan yang memikat, terda-

pat tanggung jawab besar yang tidak

boleh diabaikan. Perguruan tinggi harus

merenungkan secara mendalam dam-

paknya terhadap independensi aka-

demik, potensi konflik kepentingan yang

menggerogoti integritas, serta ancaman

kerusakan lingkungan yang bisa men-

coreng misi luhur pendidikan.

Perguruan tinggi bukanlah sekadar

institusi ekonomi, melainkan benteng

terakhir yang menjaga nilai-nilai intelek-

tual, etika, dan keberlanjutan. Menye-

rahkan diri pada godaan tambang tanpa

mempertimbangkan implikasi jangka

panjangnya sama saja dengan meng-

gadaikan prinsip-prinsip mendasar yang

menjadi dasar berdirinya.

Sebagai lembaga yang seharusnya

menjaga kebebasan akademik dan mem-

perjuangkan keadilan sosial, perguruan

tinggi harus menjaga jarak dari godaan

kepentingan ekonomi yang dapat meng-

goyahkan misi luhur mereka. Perguruan

tinggi tidak semata-mata berperan seba-

gai pendukung perekonomian negara,

tetapi juga harus tetap memperta-

hankan peran sentralnya sebagai

wadah kebebasan berpikir serta mo-

tor penggerak dalam melahirkan in-

ovasi-inovasi ilmiah.

Di tengah krisis iklim yang kian

mengkhawatirkan dan kompleksi-

tas persoalan sosial yang terus ber-

kembang, perguruan tinggi harus

berdiri teguh sebagai penjaga nilai-

nilai ilmiah, penggerak perubahan

sosial, serta pilar utama dalam

membangun masa depan yang lebih

adil dan berkelanjutan. Sebagai ins-

titusi yang memegang tanggung

jawab untuk menuntun arah per-

kembangan peradaban, perguruan

tinggi dituntut menjadi teladan

dalam menjunjung tinggi integritas.

Layaknya cahaya di puncak

menara, perguruan tinggi harus

tetap memancarkan sinar terang

yang menuntun bangsa menuju kema-

juan. Jangan sampai kilau emas tam-

bang meredupkan cahayanya, mem-

biarkan bangsa terjebak dalam gelapnya

pragmatisme. Perguruan tinggi harus

berfungsi sebagai pendorong kemajuan

ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai

instrumen ekonomi. (*)-d

*)Martin Dennise Silaban, Peneliti di

SHEEP Indonesia Institute & Maha-

siswa Magister Departemen Pemba-

ngunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM.

Martin Dennise SilabanMengevaluasi Kebijakan Elpiji 3 Kg
LANGKAH Presiden Prabowo

Subianto yang langsung men-

goreksi kebijakan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bahlil Lahadalia tentang kebijakan

terhadap pengecer elpiji 3 kg men-

dapat apresiasi banyak pihak.

Awalnya Menteri ESDM melarang

pengecer untuk menjual langsung

elpiji 3 kg kepada masyarakat.

Masyarakat diminta membeli lang-

sung ke pangkalan, bukan penge-

cer. Kebijakan ini diberlakukan mu-

lai 1 Februari 2025.

Kebijakan yang bersifat men-

dadak tanpa sosialisasi ini sontak

bikin gaduh dan memicu keresa-

han luar biasa. Di mana-mana ter-

jadi antrean panjang warga yang

hendak membeli elpiji bersubsidi

ini. Bahkan, di Tangerang Selatan,

antrean panjang sampai memakan

korban jiwa. Atas fenomena terse-

but, Presiden Prabowo langsung

memanggil Bahlil untuk dimintai

penjelasan. Berikutnya Prabowo

memerintahkan Menteri ESDM un-

tuk mengaktifkan kembali para

pengecer untuk berjualan elpiji. 

Di poin ini, kita mengapresiasi

langkah cepat Prabowo mengorek-

si kebijakan menterinya yang tidak

berpihak pada rakyat. Menghilang-

kan peran pengecer, seperti di-

lakukan Bahlil, adalah tindakan

gegabah. Bahlil tidak memikirkan

dampak kebijakan yang ia kelu-

arkan. Pun ia tak pernah melihat

realitas di lapangan, melainkan

hanya menerima laporan sepihak

dari bawahan. Akibatnya, kebi-

jakan yang ia keluarkan tidak pro-

rakyat. Ini sangat bertolak be-

lakang dari komitmen Presiden

Prabowo yang ingin menyejahter-

akan rakyat, bukan sebaliknya

menyengsarakan rakyat.

Kita setuju agar Presiden Prabo-

wo mengevaluasi menterinya yang

tidak  berempati pada rakyat, apa-

lagi tidak berpihak kepada rakyat.

Itu baru masalah elpiji 3 kg, yang

selama ini memang diperuntukkan

bagi rakyat kecil. Kita menilai kebi-

jakan Bahlil sangat menyeder-

hanakan masalah. Ia ingin harga

elpiji di masyarakat stabil, yang

menurutnya ada yang mencapai

Rp 26 ribu pertabung atau jauh di

atas harga eceran tertinggi Rp 18

ribu. Namun caranya bukan lang-

sung menghapus eceran. Apalagi,

ia hanya menyebut sample, masih

banyak harga di tingkat eceran

yang wajar.

Menyadari kesalahannya, Men-

teri ESDM Bahlil Lahadalia pun

meminta maaf kepada masyara-

kat, termasuk kepada keluarga

korban tewas akibat antre elpiji di

Tangerang Selatan. Kini kebijakan

baru pemerintah, pengecer tetap

diperbolehkan berjualan, namun

harus mendaftarkan diri melalui

aplikasi Merchant Apps Pangkalan

(MAP) agar terdaftar sebagai sub-

pangkalan resmi. Langkah ini di-

harapkan dapat menjaga kestabi-

lan harga di tingkat konsumen ser-

ta memastikan distribusi elpiji 3 kg

tepat sasaran (KR 5/2).

Kita berharap kebijakan ini tidak

hanya sekadar meredam kega-

duhan di masyarakat, namun be-

nar-benar efektif menjaga stabilitas

harga dan subsidi diberikan tepat

sasaran. 

Diharapkan kebijakan ini juga ti-

dak berkesan ribet bagi para

pengecer, karena urusan adiminis-

tratif. Kita khawatir prosedur yang

ribet justru akan memunculkan

masalah baru, misalnya penyim-

pangan dan sebagainya. 

Kita perlu mengingatkan peme-

rintah terkait sasaran pemberian

subsidi elpiji 3 kg, yakni kepada ru-

mah tangga miskin, UMKM kecil

seperti pedagang kakilima, usaha

makanan dan industri kecil lainnya,

juga petani dan nelayan kecil yang

memenuhi kriteria tertentu. Distri-

busi kepada mereka inilah yang

perlu ditertibkan. Sebab, dalam re-

alitas di lapangan sering kita lihat

mereka yang tidak termasuk dalam

kategori di atas bisa mendapatkan

gas elpiji 3 kg. ❑ - d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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